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ABSTRAK 

  KEKUATAN HUKUM JUAL BELI HAK ATAS TANAH 

DIHADAPAN KEPALA DESA SRIDADI KABUPATEN OGAN 

KOMERING ULU TIMUR 

Oleh : 

VERA YUNITA 

 Tanah merupakan harta, kemudian secara fisik tidak dapat digantikan 

secara mudah dari satu orang dengan orang yang lain. Tanah bersifat permanen 

tidak bisa beralih menjadi naik, dan menjadi turun, ataupun hilang secara mudah 

seperti hak lainnya, Diatas tanah dapat di gunakan untuk bangunan rumah, 

gudang, gedung, tempat berbisnis, jaminan pinjaman, menanam padi, menanam 

berbagai macam sayuran dan lain sebagainya.                                         

 Tujuan penelitian ini untuk mengetahui kekuatan hukum jual beli hak atas 

tanah dihadapan kepala desa sridadi kabupaten ogan komering ulu timur dan 

akibat hukum jual beli hak atas tanah yang tidak dilaksanakan dihadapan pejabat 

pembuat akta tanah. Penelitian yang dilakukan adalah penelitian yuridis empiris 

yaitu diambil dari data primer dengan melakukan wawancara dan data sekunder 

dengan mengolah data dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan 

bahan hukum tersier, yang bersifat deskriptif dengan pendekatan kualitatif.

 Berdasarkan hasil penelitian pertama dipahami bahwa kekuatan hukum 

jual beli hak atas tanah yang dilakukan dihadapan kepala desa sridadi kabupaten 

ogan komering ulu timur mempunyai alat bukti yaitu berupa surat kepemilikan 

tanah (SKT), berdasarkan surat kepemilikan tanah tersebut yang dibuat kepala 

desa sridadi memiliki kekuatan hukum dengan adanya saksi-saksi, jual beli hak 

atas tanah sah menurut hukum dengan dipenuhi syarat materiil yaitu berupa Pasal 

1320 dan di lakukan secara terang artinya tidak dilakukan dengan sembunyi-

sembunyi.         

 Hasil penelitian kedua akibat hukum jual beli hak atas tanah tanah yang 

tidak dilakukan dihadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah yaitu ruginya kepada 

pihak pemegang hak atas tanah karena  tidak dapat di alihkan atau didaftarkan di 

kantor pertanahan dan akibat hukum tersebut bisa terjadinya persengketaan.  

Kata kunci : Kekuatan hukum, jual beli, hak atas tanah, kepala desa. 
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BAB 1  

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

 Tanah bagi masyarakat agraris sangat di butuhkan dan penting 

untuk kehidupan. Bagi para petani di Desa, tanah merupakan suatu tempat 

tinggal, tempat makan dan tempat dimana masyarakat di lahirkan maka 

tanah memiliki hubungan dengan manusia. 

Menurut B. Ter Haar Bzn. hubungan tanah dan masyarakat dibagi 

antara tanah dengan masyarakat, baik di luar maupun didalam, dan 

memiliki hubungan perseorangan sebagai salah satu kesatuan, maka 

masyarakat berkuasa mengambil hasil dari hak atas tanah, Hak atas tanah 

disebut juga hak komunaal dengan van vollenhoven diberikan nama 

“beschikkingsrecht” (hak pertuanan).1 

Tanah merupakan harta, kemudian secara fisik tidak dapat 

digantikan secara mudah dari satu orang dengan orang yang lain. Tanah 

bersifat permanen tidak bisa beralih menjadi naik, dan menjadi turun, 

ataupun hilang secara mudah seperti hak lainnya, Diatas tanah dapat di 

gunakan untuk bangunan rumah, gudang, gedung, tempat berbisnis 

 
1 Soetomo, 1981,  Jual Beli Tanah Peralihan Hak Dan Sertifikat , Lembaga 

Penerbitan Universitas Brawijaya Malang,  Malang, Hlm. 11. 
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jaminan pinjaman, menanam padi, menanam berbagai macam sayuran dan 

lain sebagainya.2 

Sebelum berlakunya Undang-undang Pokok Agraria, sebagai waris 

hukum tanah di jaman Hindia Belanda, hukum agraria di Indonesia 

memiliki sifat dualistik. Dualisme didalam hukum tanah, bukan suatu 

pemegang hak atas tanah yang hukum keperdataanya berbeda, melainkan 

karena perbedaan hukum yang berlaku terhadap tanahnya. Maka berlaku 

secara berdampingan dua perangkat hukum tanah yaitu, hukum tanah adat 

yang berasal dari hukum adat yang tidak tertulis dan hukum tanah barat, 

dengan pokok-pokok ketentuannya terletak dalam buku II KUHperdata, 

yang di artikan sebagai hukum tertulis.3 

Setelah berlakunya Undang-undang Pokok Agraria, hanya memiliki 

satu kesatuan hak atas tanah yang diatur didalam Undang-undang Pokok 

Agraria, maka oleh karena itu sebelum berlakunya Undang-undang Pokok 

Agraria hak-hak atas tanah merupakan hukum tanah adat, hukum tanah 

barat, tetapi setelah berlakunya undang-undang pokok agraria harus di 

perbaiki menjadi salah satu hak yang baru menurut Undang-undang Pokok 

agraria. 

Kehidupan masyarakat terus banyak dengan dinamika pembangunan 

dan tuntutan zaman. akibatnya pekerjaan kehidupan masyarakat yang 

 
2 Ahmad setiawan, 2019, Hukum Pertanahan,  Laksbang Justitia, Yogyakarta, 

hlm.3 
3 Soetomo, Op.Cit , hlm.7. 
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berkaitan dengan tanah semakin hari bertambah banyak dan bahkan sangat 

modern. Jika zaman modern tidak di ikuti dengan usaha penertiban maka 

masyarakat akan sangat kesulitan dan menyusahkan dirinya sendiri 

sehingga diwariskan kepada anak cucunya dalam permasalahan tanah yang 

semakin rumit. 4 

Salah satu sumber daya alam sangat berguna dalam keamanan bagi 

rakyat di Indonesia saat ini yakni tanah. Tanah menjadi keberadaan yang 

menjadi sumber daya alam yang sangat penting di Negara Indonesia, dan 

diatur didalam Pasal 1 ayat (1) Undang-undang Pokok Agraria, yang 

menyatakan bahwa:” semua tanah dalam wilayah Negara Indonesia adalah 

tanah bersama dari seluruh rakyat Indonesia”. Dan didalam Pasal 6 

Undang-undang Pokok Agraria menyatakan bahwa, “ semua hak atas 

tanah mempunyai fungsi sosial”.5  

Dasar hukum pembentukan hukum agraria Nasional adalah Undang-

undang dasar Negara republik Indonesia 1945 yang tercantum didalam 

Pasal 33 ayat (3) yang menentukan bahwa:” Bumi, air, dan kekayaan alam 

yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh Negara dan di pergunakan 

sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”.6 

Untuk menjamin kepastian hukum dari hak-hak atas tanah, maka 

Undang-undang pokok agraria mengharuskan Pemerintah untuk 

 
4 Ahmad Setiawan, Op.Cit , hlm.8. 
5 Ibid. hlm.9. 
6 H.M. Arba, 2018, Hukum Agraria Indonesia, Sinar Grafika , Jakarta Timur, 

hlm.15 
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mengadakan pendaftaran tanah di seluruh Indonesia. Dalam Pasal 19 ayat  

(2 UUPA) di tentukan bahwa pendaftaran tanah meliputi dua hal yaitu: 

a. Pengukuran dan pemetaan-pemetaan tanah-tanah serta 

penyelenggaraan tata usahanya. 

b. Pendaftaran hak serta peralihannya dan pemberian surat-surat tanda 

bukti hak yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat.7 

 

Sertipikat adalah surat tanda bukti hak yang dimaksud dalam Pasal 

19 UUPA atau disebut Undang-undang Pokok Agraria bahwa “untuk 

menjamin kepastian hukum oleh pemerintah diadakan pendaftaran tanah di 

seluruh wilayah Republik Indonesia menurut ketentuan-ketentuan yang di 

atur dengan pemerintah.8 

Salah satu hak untuk memperoleh sertipikat hak atas tanah atau hak 

milik atas tanah adalah melalui jual beli, sesuai dengan Pasal 37 (ayat 1) 

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran tanah 

menentukan : 

“Peralihan hak atas tanah dan hak milik atas satuan rumah susun 

melalui jual beli, tukar menukar, hibah, pemasukan dalam perusahaan dan 

perbuatan hukum pemindahan hak lainnya, kecuali pemindahan hak 

melalui lelang, hanya dapat di daftarkan, jika di buktikan dengan akta yang 

dibuat oleh Pejabat pembuat akta tanah yang berwenang menurut 

ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku”.9 

Mengenai peranan tanah ini, pendapat yang umum adalah bahwa 

tanah selalu merupakan titik pertalian sekunder. Pemindahan hak atas 

tanah harus dilakukan menurut overschrijvings ordonnantie, sedangkan 

jual beli tanah hak adat harus dilakukan menurut ketentuan Hukum Tanah 

 
7 Soetomo, Op.Cit, hlm.45 
8 Ibid .hlm 46 
9 Boedi Harsono, 2005, Hukum Agraria Indonesia,  Djambatan, Jakarta, hlm.506. 
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Adat. Ada pendapat lain yang mengemukakan bahwa tidak selalu tanah 

merupakan titik pertalian sekunder. Tanah merupakan titik pertalian 

sekunder hanya pada apa yang di sebut “zakelije overeenkomsten”. 

Misalnya perbuatan hukum “yuridische levering” (penyerahan yuridis) hak 

barat atas tanah yang di jual, wajib dilakukan di hadapan Overschrijvings 

ambtenaar. Jual beli tanah adat wajib dilakukan menurut Hukum Tanah 

Adat di hadapan Kepada adat atau Desa.10 

Menurut penulis kondisi masyarakat Indonesia terutama yang tinggal 

di Desa Sridadi Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur sampai saat ini 

belum seluruhnya mengenal hukum atau pejabat pembuat akta tanah. 

Maka dalam melakukan jual beli di bidang pertanahan masih ada sebagian 

masyarakat di Desa Sridadi Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur 

mengeluarkan surat keterangan jual beli yang ditandatangani oleh pihak 

dan di ketahui Kepala Desa Sridadi Kabupaten Ogan Komering Ulu 

Timur. Terlebih ada juga melakukan transaksi jual beli tanah hanya di 

cetak dalam bentuk kwitansi pembayaran tanpa di buat akta perjanjian. 

Masyarakat seharusnya  mengetahui bahwa  surat perjanjian jual beli  

tanah yang di keluarkan di Kepala Desa Sridadi di lanjutkan dengan 

pembuatan akta jual beli (AJB) yang di lakukan di hadapan Pejabat 

Pembuat Akta tanah (PPAT). Namun masyarakat setelah melakukan jual 

beli di Kepala Desa Sridadi Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur tidak 

melanjutkan proses transaksi di hadapan Pejabat Pembuat Akta tanah  

 
10 Ibid. hlm. 65 
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untuk di terbitkan akta jual beli yang sempurna. Surat keterangan jual beli 

nilai pembuktiannya adalah akta di bawah tangan sebagai alat bukti yang 

kuat, dan akta otentik adalah alat bukti yang sempurna. 

Berdasarkan latar belakang di atas maka penulis terdorong untuk 

membahas secara singkat dan ingin meneliti lebih dalam lagi dengan 

mengangkat judul : KEKUATAN HUKUM  JUAL BELI HAK ATAS 

TANAH DIHADAPAN KEPALA DESA SRIDADI KABUPATEN 

OGAN KOMERING ULU TIMUR . 

B. Rumusan Masalah  

1. Bagaimanakah kekuatan hukum jual beli hak atas tanah di hadapan 

Kepala Desa Sridadi Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur? 

2. Apakah akibat hukum jual beli hak atas tanah yang tidak di laksanakan 

di hadapan pejabat pembuat akta tanah? 

C. Ruang Lingkup Dan Tujuan  

Dalam penelitian ini penulis melakukan pembatasan masalah hanya 

dalam ruang lingkup perdata dengan menitikberatkan perhatian pada 

kekuatan hukum dan akibat hukum jual beli hak atas tanah yang tidak 

dilakukan dihadapan pejabat pembuat akta tanah dan tidak menutup 

kemungkinan untuk juga membahas hal-hal lain yang berhubungan dengan 

permasalahan di atas. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan 

menjelaskan: 

1. Kekuatan hukum jual beli hak atas tanah di hadapan Kepala Desa 

Sridadi Kabupaten Ogan Komering Ulu timur. 
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2. Akibat hukum jual beli hak atas tanah yang tidak di laksanakan di 

hadapan pejabat pembuat akta tanah. 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat sebagai tambahan 

ilmu pengetahuan bagi penulis dan sekaligus merupakan sumbangan 

pemikiran khususnya bagi hukum perdata yang dipersembahkan sebagai 

pengabdian pada Almamater. 

D. Kerangka Konseptual  

Definisi operasional atau kerangka konseptul adalah kerangka yang 

menggambarkan hubungan antara definisi-definisi/konsep-konsep khusus 

yang akan diteliti. Konsep merupakan salah satu unsur konkrit dari teori. 

Namun demikian, masih diperlukan penjabaran lebih lanjut dari konsep ini 

dengan jalan memberikan definisi operasionalnya. Dalam mempermudah 

definisi maka akan dikemukakan penjelasan sehubungan dengan istilah-

istilah yang terkait dengan permasalahan, antara lain:11 

1. Hak atas tanah adalah hak yang di peroleh dari hubungan hukum 

antara pemegang hak dengan tanah termasuk ruang di atas tanah, 

dan/atau ruang di bawah tanah untuk menguasai, memiliki, 

menggunakan, dan memanfaatkan, serta memelihara tanah, ruang di 

atas tanah, dan/atau ruang di bawah tanah. (Peraturan Menteri Agraria 

 
11 Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang, 2020,  Buku Pedoman 

Penulisan Skripsi , Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang, Palembang, 
hlm. 5. 
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Dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Republik Indonesia Nomor 

1 Tahun 2021 Pasal 1 Tentang Sertipikat Elektronik). 

2. Jual beli tanah menurut Boedi Harsono adalah perbuatan hukum yang 

berupa penyerahan hak milik (penyerahan tanah untuk selama-

lamanya) oleh penjual kepada pembeli, yang pada saat itu juga pembeli 

membayar harganya kepada penjual. Jual beli yang mengakibatkan 

beralihnya hak milik atas tanah dari penjual kepada pembeli itu masuk 

dalam hukum agrarian atau hukum tanah.12 

3. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah 

yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, 

kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, 

hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang di akui dan di hormati 

dalam system pemerintahan Negara Kesatuan  Republik Indonesia. 

(Undang-undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Pasal 1 

Tentang Desa).  

4. Pejabat Pembuat Akta Tanah adalah pejabat umum yang diberi 

kewenangan untuk membuat akta-akta otentik mengenai perbuatan 

hukum tertentu mengenai hak atas tanah atau hak milik atas satuan 

rumah susun. (Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 37 

Tahun 1998 Pasal 1 Tentang Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta 

Tanah). 

 
12 Andi Hartanto, 2020, Hukum Pertanahan, Laksbang Justitia,  Surabaya , hlm 79. 
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5. Kekuatan Hukum bisa dikatakan apabila suatu keputusan sudah sah 

atau di anggap sah, maka keputusan tadi mempunyai kekuatan hukum, 

artinya keputusan itu dapat mempengaruhi pergaulan hukum. 

Kekuatan hukum suatu keputusan dapat berwujud kekuatan hukum 

formil dan kekuatan hukum materiil.13 

 

E. Metode penelitian 

1. Jenis dan sifat penelitian 

Selaras dengan pembahasan permasalahan, maka jenis penelitian ini 

tergolong penelitian yuridis empiris, yang bersifat deskriptif dengan 

menggambarkan kekuatan hukum jual beli hak atas  tanah dihadapan 

Kepala Desa Sridadi Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur dan Akibat 

hukum jual beli yang tidak dilaksanakan dihadapan pejabat pembuat 

akta tanah, sehingga tidak menguji hipotesa. 

2. Sumber Data  

Secara umum jenis data yang di perlukan dalam suatu penelitian hukum 

terarah dalam penelitian data primer dan data sekunder. 

a. Data Primer  

Data primer adalah data yang di peroleh langsung dari narasumber 

dan responden melalui teknik wawancara kepada Kepala Desa dan 

pihak-pihak terkait di Desa Sridadi Kabupaten Ogan Komering Ulu 

Timur. 

 
13 https://vjkeybot.wordpress.com/2012/03/31/kekuatan-hukum-suatu-

keputusanketetapan,diakses,tanggal 10 Oktober 2021, Pukul 14:04 
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Teknik pengelolaan data dilakukan dengan cara mengolah dan 

menganalisis data yang telah dikumpulkan secara tekstual, untuk 

selanjutnya di tarik suatu kesimpulan. 

b. Data sekunder  

Data sekunder adalah data yang di peroleh melalui studi 

keperpustakaan yang di lakukan dengan cara mempelajari sumber-

sumber bacaan yang erat hubungannya dengan permasalahan, baik 

berupa definisi buku dari yang berhubungan dengan objek 

penelitian sebagai landasan dalam penulisan yang bersifat teoritis. 

Data sekunder untuk melengkapi data primer. 

c. Data Tersier  

Data tersier adalah data hukum yang mendukung bahan data primer 

dan data sekunder dengan memberikan pemahaman dan pengertian 

atas bahan hukum lainnya. Bahan hukum yang dipergunakan oleh 

penulis adalah Kamus Besar Bahasa Indonesia, dan bahan dari 

internet. 

3. Teknik pengumpulan data 

Teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara: 

a. Penelitian kepustakaan (Library Research), adalah teknik 

pengumpulan data dengan menggunakan studi penelaahan terhadap 

buku-buku, literatur-literatur, undang-undang, dan laporan yang 

berhubungan dengan permasalahan penelitian ini. 
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b. Penelitian lapangan (field research), adalah pengumpulan data 

secara langsung kelapangan sebagai berikut: 

1. Observasi yaitu mengadakan pengamatan terhadap objek yang 

akan diteliti. 

2. Wawancara yaitu penelitian sosiologis karena bentukya berasal 

dari interaksi verbal antara peneliti dan responden. 

 

4.   Analisis Data  

Analisis data merupakan bagian salah satu langkah penting untuk 

memperoleh temuan-temuan hasil penelitian, dalam penelitian ini 

analisis data yang digunakan adalah metode deskriptif analisis. 

Maksudnya adalah analisis penelitian ini didasarkan pada 

penggambaran secara objektif terhadap tema penelitian dengan 

pendekatan kualitatif, data yang diperoleh melalui pengamatan dan 

wawancara. 

Teknik analisis data dari hasil wawancara, dan pengamatan tersebut 

kemudian dideskripsikan dalam suatu kesimpulan. 

 

F. Sistematika Penulisan 

  BAB 1   PENDAHULUAN  

  Pada bagian pendahuluan diuraikan latar belakang, rumusan 

masalah, ruang lingkup dan tujuan, kerangka konseptual, metode 

penelitian, serta sistematika penulisan. 
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BAB II  TINJAUAN PUSTAKA  

Dalam bab ini akan dijelaskan tinjauan umum tentang hak atas 

tanah, jual beli tanah, alat bukti kepemilikan hak atas tanah, 

Peralihan hak atas tanah, Pendaftaran Tanah, Pejabat pembuat 

akta tanah, wewenang Kepala Desa. 

BAB III PEMBAHASAN 

Dalam bab ini berisikan uraian tentang pembahasan secara 

sistematika sesuai dengan permasalahan yang akan dibahas, yaitu: 

Kekuatan hukum jual beli hak atas  tanah dihadapan Kepala Desa 

Sridadi Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur dan Akibat hukum 

jual beli hak atas tanah yang tidak dilaksanakan dihadapan pejabat 

pembuat akta tanah.  

BAB IV PENUTUP 

Dalam bab ini berisikan kesimpulan dan saran dari penelitian. 
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